PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
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NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTUY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah
yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah untuk memantapkan otonpmi daerah yang
luas, nyata dan bertanggung jawab;

. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Trayek dan
Izin Operasi dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Retribusi 1zin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Lintas Kabupaten/Kota, perlu diadakan penyesuaian dengan
membentuk peratufan daerah baru;

>. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Perizinan Tertentu; )

‘Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. ‘Undang-Undang~Namor - 25 : Tahun #1959 -tentang “Pembentukan

Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1859 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang‘~NomQ‘;r'32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara;Republik'!ndonesia- Tahun 2008 Nomor

- 59, Tambahan-Lembaran -Néga%a- Republik Indonesia Nomer-4844);




10.

2

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1286,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran

‘Negara Republik ‘Indonesia Tahun 2004 ‘Nomor 132, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran' Negara. Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahérﬁ Lembaran Nyegara Republik Indonesia
Nomor 5025); |

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049); '

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik

“Indonesia” Tahun™ 2011 Nomor™82,” Tambahan' Lembaran” Negara

11.

13.

14.

Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah: Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republif& Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);




Menetapkan

15.

.16,

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2008
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 5 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

- PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS!  PERIZINAN

TERTENTU.

1.
2.
3.

BAB |
KETENTUAN UMUM

_ Pasal 1

--Dalam.Peraturan Daerah-ini, yané-dimaksud- dehgan :

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
NSREW




4. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Selatan.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yamg tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, pefseroan l‘a:inny;a,‘ Badan _Ué'aha Milik Negara (BUMN)
dengan nama dan dalam b'e?r_ituk_. apa pun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan laiinya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pibadi atau Badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
‘fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
Kelestarian lingkungan. .

8. Wajib  Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi  diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan umum untuk pelayanan
jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan
tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadual tetap maupun tidak
terjadual.

10.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa
angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan
perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadual tetap maupun tidak
terjadual.

11.Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disingkat

AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar

daerah kabupaten/kota dalam suatu daerah provinsi dengan

menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek, meliputi

. AKDP untuk angkutan antar jemput, karyawan, pemukiman, pemadu

moda dan angkutan perbatasan yang melampaui lebih dari satu
daerah provinsi.
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12.Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil
penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu,
dengan atau tanpa pengemudi dalam suatu wilayah operasi yang
tidak terbatas.

13.Angkutan Khusus adalah angkutan pelengkap terhadap pelayanan
angkutan Antar Kota Dalam Provinsi.

14.Angkutan Perbatasan adalah angkutan yang menghubungkan atau
melampaui lebih dari satu daerah provinsi sebagai tugas
dekonsentrasi.

15.Mobil  Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi.

-16.1zin—Insidentil -merupakan -izin- yang--hanya--diberikan- - kepada
perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek, untuk
menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari
izin trayek yang dimilikinya.

17.1zin Tidak Dalam Trayelé adalah izin untuk melakukan kegiatan
pengangkutan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek dengan
Jadwal pengangkutan yang tidak teratur.

18.1zin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah
izin yang diberikan untuk penyelenggaraan angkutan penumpang
dan barang di sungai, danau dan penyeberangan pada trayek atau
lintas kabupaten/kota dalam Provinsi. |

19. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah alat angkutan
sungai berupa kapal ketek, kapal speed boat dan kapal jukung
dan/atau sejenisnya yang digunakan untuk umum yang melintasi
sungai, danau dan penyeberangan lintas kabupaten/kota.

20.Perairan Pedalaman adalah semua perairan di daerah daratan
seperti sungai-sungai, terusan-terusan dan danau-danau.

21.Usaha Angkutan Perairan Pedalaman adalah kegiatan angkutan
untuk umum dengan memungut bayaran yang diselenggarakan di
sungai, danau, terusan dan waduk dengan menggunakan kapal
perairan pedalaman lintas kabupaten/kota.

22.Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
‘adalah pembayaran atas pemberian izin trayek angkutan sungai,
danau dan penyeberangan kepada orang pribadi atau badan untuk
menyediakan pelayanan angkutan umum melalui sungai, danau
dan penyeberangan pada suatu atau beberapa trayek dalam
wilayah provinsi.

23.Gross Tonage yang selanjutnya disingkat GT adalah berat kotor
kapal beserta muatan di atasnya.




